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Nur Ikhsan Hasanuddin (B11109028), Tinjauan Hukum 
Terhadap Pelaksanaan Restitusi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di 
Kabupaten Gowa, di bawah bimbingan M. Syukri Akub Selaku 
pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi 
Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di 
Kabupaten Gowa Pada Tindak Penyidikan dan selain itu untuk 
mengetahui Kendala Apakah yang Menyebabkan Pelaksanaan Restitusi  
dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa.  
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research) yang dilaksanakan di Polres Gowa dengan mengambil data 
untuk mengetahui implementasi pelaksanaan restitusi terhadap korban 
dan kendala apa yang menyebabkan pelaksanaan restitusi. Selain itu, 
Penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan 
langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu Kanit Laka Lantas Polres 
Gowa dan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Peneliti juga 
mengumpulkan data berkenaan dengan objek penelitian yaitu memberikan 
pertanyaan-pertanyaan melalui kuisioner terhadap warga Kabupaten 
Gowa dan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
  
Hasil penelitian yang diperoleh dari penulis, antara lain: (1)  
Sejauhmana Implementasi Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban 
Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa Pada Tindak Penyidikan, 
dapat dilakukan dengan proses penyelesaian perkara pidana diantaranya 
melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), SP3 (Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan) dan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil 
Penyidikan sudah Lengkap). (2) Kendala Apakah yang Menyebabkan 
Pelaksanaan Restitusi  dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten 
Gowa, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan restitusi 















Nur Ikhsan Hasanuddin (B11109028), Review of 
Implementation of the Law of Restitution Against In Traffic Accident 
In Gowa, under the guidance of M. Syukri Akub As supervisor I and II 
Nur Azisa as mentors. 
 
This study aims to determine the Implementation Implementation of 
the Right to Restitution To Victims of Traffic Accidents In Gowa In 
Investigation Act and in addition to knowing Implementation Obstacles Are 
the Causes Restitution in Traffic Accident In Gowa. 
 
This study uses field research (field research) conducted at the 
Gowa Police by taking the data to determine the implementation of the 
exercise of the right to restitution to the victim and what constraints led to 
the implementation of restitution. In addition, the author conducted 
interviews with the parties directly related to the issues discussed, the 
Police Chief of Unit Laka So Gowa and victims of traffic accidents. 
Researchers also collected data regarding the object of study is to give 
these questions through questionnaires to residents Gowa and reviewing 
books and literature relating to the issues discussed in this thesis. 
 
The results obtained from the author, among others : (1) 
Implementation of Restitution Against the extent of implementation of the 
Traffic Accident Victims In Gowa In Acts Investigation, can be done with 
the process of settlement of criminal cases including through ADR ( 
Alternative Dispute Resolution), SP3 (Termination of Warrant 
investigation) and P21 (Notice that the results of investigations already 
full). (2) Does the Lead Implementation Constraints Restitution in Traffic 
Accident In Gowa, while the factors that constraint the implementation of 
restitution is to factor the legal procedures, law enforcement factors, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam  diri 
dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan 
melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu 
dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. 
Teknologi tersebut berupa kendaraan bermotor ditemukan  sebagai alat 
transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan 
ketika berpergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih 
menyenangkan. 
Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan 
bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan 
yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah 
kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, 
kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan 
pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor 
dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan 
tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu 
kecelakaan lalu lintas. 
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena 
yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang 
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berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah 
penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan 
kepadatan di  jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan 
pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan 
pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu 
lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. 
Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara 
berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah 
mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 
2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan menempati urutan 
kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.1 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 
1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah 
“orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah 
memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan 
pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang 
sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin pengemudi (SIM) 
yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. 
Meskipun aturan mengenai berlalu lintas ini telah diatur secara jelas 
dalam undang-undang, tetapi masih banyak  pelanggaran yang terjadi di 
jalan raya, baik pelanggaran  dari segi kendaraan, pelanggaran rambu-
rambu lalu lintas maupun pelanggaran dari kriteria pengemudi.   
                                                             
1
 http//:id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu-Lintas. 
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Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan 
kecelakaan lalu lintas, ini membuktikan bahwa keamanan pengendara 
baik pengendara motor maupun mobil masih belum memperhatikan 
tingkat keselamatan pengendara dan kondisi jalan juga cukup 
mempengaruhi jatuhnya korban kecelakaan  lalu lintas. Sebaiknya 
pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan terutama pelayanan 
mengenai lalu lintas.  
Undang-undang juga menjelaskan bahwa setiap korban dari 
kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan suatu permintaan berupa ganti 
rugi atau restitusi baik kepada pemerintah maupun yang menjadi 
tersangka. Karna pemerintah selaku penyelenggara Negara tidak cukup 
memberikan kenyamanan dan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat 
terutama kepada korban kecelakaan lalu lintas akibat jalanan rusak, 
kemudian timbulnya suatu kecelakaan akibat dari ketidakwaspadaan dari 
pengguna kendaraan baik korban maupun tersangka. Timbulnya restitusi 
atau ganti kerugian itu merupakan bentuk pemberian atau santunan 
terhadap korban ataupun keluarga korban untuk menjadi biaya pengganti 
yang timbul dari kecelakaan lalu lintas.   
Terkhusus terhadap restitusi atau ganti kerugian yang belum 
tersosialisasi dengan baik, bagi setiap korban yang mengalami tindak 
kejahatan ataupun suatu kerugian dari suatu kejadian yang tak disengaja 
terjadi dan membuat korban mengalami kerugian, seperti kejadian 
kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat baik 
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pengendara motor maupun kendaraan beroda empat. Satu hal yang 
menjadi kelemahan ketika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yaitu 
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan restitusi, kemudian 
seperti apa pemenuhan hak atas restitusi dan bentuk-bentuk restitusi apa 
yang diberikan terhadap Korban kecelakaan lalu lintas. Karna Hak restitusi 
tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban. 
Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana’’.  Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban 
adalah :2 
1. Setiap orang 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau 
3. Kerugian ekonomi 
4. Akibat tindak pidana 
Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu 
hak korban dan saksi (vide pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006). Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan 
saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung 
tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan umum Undang-Undang 
                                                             
2
 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, 
2011,  hal 10. 
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Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan 
korban dan saksi, yakni sebagai berikut.3 
“perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di 
Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d. Pasal 68 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau 
terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai 
kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, 
sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan 
undang-undang tersendiri.” 
 
Pada tahapan berikutnya, secara khusus diatur substansi yang 
terkait dengan perlindungan korban dan saksi dalam berbagai 
perundangan. Pengaturan filsafat umum dan khusus, tetapi secara 
terbatas KUHAP mengatur pula hak korban dan saksi.4 
Pada akhir abad kedua puluh ini, bergema tuntutan masyarakat 
terhadap keadilan. Salah satu tuntutan keadilan tersebut ialah 
keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat 
tindak pidana. Sistem hukum pidana yang berlaku sekarang, belum dapat 
memenuhi tuntutan keseimbangan tersebut, oleh karena itu perlu 
diadakan perubahan sistem. Tuntutan keseimbangan perhatian dan 
perlakuan dalam penelitian ini ialah terhadap korban dan pembuat tindak 
pidana pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati 
atau luka berat. Restitusi yang pada kelahirannya merupakan hak korban 
dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh negara, sehingga korban dan 
keluarganya tidak berhak lagi. Sejak pertengahan abad kedua puluh, 
                                                             
3
 Ibid, hal 55. 
4
 Ibid, hal 56. 
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restitusi diperjuangkan oleh para pembela nasib korban untuk 
dikembalikan oleh negara kepada korban atau keluarganya, karena 
restitusi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama 
yang ekonominya lemah. Restitusi dapat disejajarkan dengan reaksi adat 
baik yang berwujud materil maupun immateril, juga merupakan salah satu 
substansi viktimologi.5 
Sebaliknya pertumbuhan proses perkembangan pidana penjara 
sangat pesat yang hasilnya terpancar pada pidana bersyarat yang sangat 
menguntungkan pembuat tindak pidana, namun merugikan korban atau 
keluarga korban. Konsep integrasi restitusi dan pidana bersyarat pada 
tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat 
merupakan upaya teoritis untuk memecahkantuntutan keseimbangan 
perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak 
pidana.Integrasi dalam pengertian mensyaratkan. Integrasi antararestitusi 
dan pidana bersyarat menggunakan pendekatan integratif yaitu 
mengintegrasikan antara teori penologi yang berperikemanusiaan, teori 
pemulihan keseimbangan dan teori kausalitas kuat langsung dan seketika. 
Integrasi restitusi dan pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan 
yang berakibat korban mati atau luka berat adalah tepat, karena pembuat 
tindak pidana lalu lintas jalan tidak bermaksud jahat, walaupun banyak 
membawa korban nyawa, raga dan luka-luka.6 
                                                             
5
 http:// Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat 




Sering kali masyarakat di perhadapkan dengan masalah-masalah 
mengenai ketertiban umum namun yang terlihat pada kondisi lapangan, 
sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui tentang aturan-
aturan mengenai ketertiban umum, misalnya mengenai kecelakaan lalu 
lintas yang kerap kali terjadi di jalanan. Ketika kecelakaan lalu lintas terjadi 
yang menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh masyarakat pada 
saat itu banyak yang sering kali melakukan tindak kekerasan massal atau 
main hakim sendiri kepada pelaku kecelakaan lalu lintas. Inilah yang 
menjadi suatu masalah ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan 
Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan . Tetapi sebagian besar 
masyarakat juga paham mengenai aturan kecelakaan lalu lintas. 
 Dalam sisitem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti 
kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan 
sekaligus dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku 
tindak pidana, yaitu melalui putusan pidana bersyarat.7 
 KUHAP mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidanan yang 
diajukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gugatan ganti 
kerugian dapat digabungkan dalam perkara pidana tersebut. Maksud 
penggabungan perkara gugatan perkara pada perkara pidanan ini adalah 
supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa 
serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Pihak 
                                                             
7
 Bintoro, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri, Seminar Nasional 
Viktimologi III, Surabaya,  20-21 Desember 1993, hal 14.  
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yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk 
kerugian pihak korban. Ganti kerugian yang diwajibkan oleh penegak 
hukum kepada pelanggar untuk diberikan kepada korban, kiranya dapat 
dipahami sebagai tindakan memulihkan kembali (evenwicht harmonis) 
antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya 
dan orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat.8 
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas bahwa setiap korban 
kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh hak atas restitusi dan inilah 
yang menjadi alasan penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 
“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Restitusi Dalam Kecelakaan 
Lalu Lintas Di kabupaten Gowa.” 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam penelitian ini di 
kemukakan beberapa masalah: 
1. Sejauhmana implementasi pelaksanaan restitusi terhadap korban 
kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa pada tindak penyidikan ? 
2. Kendala apakah yang menyebabkan pelaksanaan restitusi  dalam 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan restiusi terhadap 
korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten Gowa pada tindak 
penyidikan. 
2. Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan pelaksanaan 
restitusi dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk memberikan pengetahuan dan manfaat  terhadap 
masyarakat secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
proses pemenuhan restitusi terkhusus terhadap korban kecelakaan 
lalu lintas dan bentuk-bentuk restitusi yang diterima. 
2. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh warga 
masyarakat dan para akademisi, terlebih terhadap para penegak 











A. Pengertian Hak 
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap 
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus 
Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang 
benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 
(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg 
benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.9 
Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-
Inggris ditulis oleh Yan Pramadya Puspa diterbitkan oleh Penerbit Aneka 
Ilmu Semarang-Indonesia: Hak (Ind.) adalah Kebebasan untuk berbuat 
sesuatu menurut hukum. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut 
hukumadalah sebagai berikut (Fitzgerald, 1966:221 dalam Satjipto 
Rahardjo, 2000:55):10 
Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik 
atau subjek dari Hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang 
memiliki title/identitas atas barang yang menjadi sasaran dari Hak. 
Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang 
kewajiban. Antara Hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. 
Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk 
melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu 
perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari Hak. 
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 Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang 
lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang 
satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan 
kekuasaan dan kewenangan dan kewajiban. Kewenangan inilah yang 
disebut dengan Hak.11 
 Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah “ius” 
dalam bahasa Belanda dipakai istilah “recht” ataupun “droit” dalam bahasa 
Perancis. Untuk membedakan Hak dan Hukum dalam bahasa Belanda 
dipergunakan istilah “subjectief recht” untuk Hak dan “objectief recht” 
untuk Hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi 
seseorang. Dalam bahasa Inggris perkataan “law” mengandung arti 
Hukum atau Undang-undang dan perkataan “right” mengandung arti Hak 
atau Wewenang (Kansil, 1989:120).12 
 Dengan begitu Hak dapat didefinisikan sebagai kepentingan yang 
dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan 
atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada 
hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh 
hukum dalam melaksanakannya. (Sudikno, 2003:43).13 
 Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan 
penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari Hak adalah:14 










a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan 
hukum; 
b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak; 
c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata 
hukum dan di dalam pemerintahan; 
d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan 
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang 
dipercayai; 
e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran; 
f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah 
negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh;  
g. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan 
berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan 
dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 
Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek 
hukum. misalnya adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum 
terhadap seseorang yang memiliki tanah (hak milik atas tanah). 
Kewenangan itu memberikan makna bahwa seseorang yang mempunyai 
Hak Milik dapat melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, 
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.15 
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Berikut beberapa definisi hak yang di kemukakan oleh beberapa 
pakar hukum.16 
1. Sajipto Rahardjo (I982 : 94), menyatakan bahwa hak adalah 
kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan 
maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. 
2. Van Apeldoorn (I985 :22I), yang menyatakan bahwa hak adalah 
kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau 
badan hukum), dan menjadi tantangannya adalah kewajiban orang 
lain untuk mengakui kekuasaan itu. 
3. Fitzgerlid menyatakan bahwa suatu hak mempunyai lima ciri, yaitu : 
o diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik 
atas subjek dari hak tersebut. Ia juga disebut sebagai orang 
yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak 
o tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang 
kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban terdapat korelatif 
o hak yang ada pada seseorang, mewajibkan kepara orang 
lain untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan 
o commision yang menyangkut sesuatu yang disebut objek 
hak 
o setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu peristiwa 
tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada 
pemiliknya. 




B. Pengertian Restitusi 
Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 
menjabarkan pengertian maksud dari restitusi, Restitusi adalah ganti 
kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau 
pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti 
kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk 
tindakan tertentu.17 
Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pengertian 
dari restitusi ialah : 
Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan 
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita 
korban atau ahli warisnya. 
 Disebutkan dalam ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian kompensasi dan restitusi dengan peraturan pemerintah. Untuk 
pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan 
Korban. Dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah itu, pengertian tentang 
kompensasi, restitusi, dan bantuan (Pasal 1 butir 4, 5, dan 7):18 
a. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara 
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 
sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. 
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b. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa 
pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk 
tindakan tertentu. 
c. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/ atau 
saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan 
rehabilitasi psiko-sosial. 
Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni,19 
1. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang 
diatur Bab XII Bagian kesatu; 
2. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang 
merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan 
ganti kerugian, yang diatur Bab XIII. 
Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan 
“melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya sebagai berikut.20 
“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
 Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” 
merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 ayat  Prinsip yang dianut 
KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk 
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merealisasikan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: 
“(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan”. 
Dengan “penyederhanaan” proses tuntutan ganti kerugian tersebut, dapat 
diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian, 
terhindar dari proses yang berlarut-larut.21 
 Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 
2.1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan pejabatnya.Dengan 
demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah Pemerintah dan 
yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI.22 
 Ganti kerugian juga diatur di dalam asas-asas umum dari Hukum 
Acara Pidana yaitu Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Secara limitative 
asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
serta Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP. Jika dijabarkan dapat disebutkan 
bahwa kalau seseorang ditangkap, ditahan, dan dituntut, atau diadili tanpa 
alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan, baik 
mengenai orangnya maupun penerapan hukum, ia wajib memperoleh 
rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (vrijspraak) atau lepas dari 
segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana 
dimaksud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Memulihkan hak 
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta 
martabatnya”(Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan 






Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pendapat doktrina dan yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI) dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan 
pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).23 
 Jika dibaca di berita-berita, surat kabar, sering dicantumkan 
“tuntutan ganti rugi” yang jumlahnya besar sesuai dengan permohonan 
yang mengajukannya. Akan tetapi, sesungguhnya jumlah ganti kerugian 
yang dapat diberikan dalam putusan hanya terbatas pada penggantian 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara 
realita. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983, ganti kerugian jumlahnya 
minimal Rp. 5.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000,00. Jika 
mengakibatkan cacat atau mati, ganti kerugian maksimal Rp. 
3.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan Menteri Keuangan RI dan 
hal ini telah diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor: 
983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983.24 
 Selanjutnya dalam Pasal 100 KUHAP dinyatakan bahwa “perkara” 
dan “ganti rugi” merupakan satu kesatuan sehingga banding terhadap 
ganti rugi tanpa banding terhadap perkara, tidak diperkenankan.25 
 Masalah ganti rugi dalam perkara pidana merupakan masalah yang 
cukup hangat.Membicarakan masalah ganti rugi dalam perkara pidana 
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menurut Sudarto, bahwa ada 6 (enam) permasalahan, yakni sebagai 
berikut.26 
1. Penegakan Hukum dan Ganti Rugi 
2. Ganti Rugi dalam Hukum Positif 
3. Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP 
4. Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang Dirugikan) 
5. Pihak Pembayar Ganti Rugi 
6. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam 
Perkara Pidana 
Tindak lanjut pemberian restitusi, pengaturan garis besarnya 
adalah sebagai berikut.27 
a. Restitusi berupa ganti kerugian atas: 
1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan  
2) Penderitaan  
3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau 
psikologi 
4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat 
perdagangan orang. 
b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar 
putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana 
perdagangan orang.. 
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 Sudarto dalam Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta 
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c. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan 
pengadilan tingkat pertama. 
d. Restitusi tersebut dapat dititpkan terlebih dahulu di 
pengadilan tempat perkara diputus. 
e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak 
diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
f. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat 
banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam 
putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan 
kepada yang bersangkutan. 
g. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua 
pengadilan yang memutuskan perkara, disertai tanda bukti 
pelaksanaannya. 
h. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut, 
ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya di papan 
pengumuman pengadilan yang bersangkutan. 
i. Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada 
korban atau ahli warisnya. 
j. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak 
korban tidak terpenuhi sampai melampaui batas waktu (14 
hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut 
kepada pengadilan. 
20 
k. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis 
kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi 
kewajibannya. 
l. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 
(empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut 
umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang 
harta tersebut untuk pembayaran restitusi. 
m. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku 
dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.  
C. Pengertian Korban 
Secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban 
adalah : 
a. Setiap orang; 
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau, 
c. Kerugian waktu; 
d. Akibat tindak pidana. 
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Menurut kamus Crime Dictionary28 yang dikutip Bambang Waluyo : 
Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau 
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati 
atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana dan lainnya. 
 
Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita29 yang 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau 
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi 
yang menderita. 
Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada 
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:30 
 “orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata 
terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun 
karena kelalaian (by omission).”  
 
Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 
korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung 
pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai 
korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti isteri 
kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang 
kehilangan anaknya dan lain sebagainya.31 
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Sedangkan menurut Mandelson, berdasarkan derajat kesalahannya 
korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:32 
1. Yang sama sekali tidak bersalah 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dilepaskan). 
Dalam suatu tindak pidana (kejahatan), yang mengalami kerugian 
secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana 
tersebut adalah korban. Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar 
Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang 
(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimeand Abuses 
of Power) mendefinisikan korban sebagai berikut:33 
“Victims” means persons who, individually, or collectively, have 
sufferedharm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economicloss or substantial impairment of their 
fundamental rights, through actsor ommisions that are in violation of 
criminal laws operative withinMember States, including those laws 
proscribing criminal abuse ofpower. 
Dapat diartikan bahwa: “korban” berarti orang yang, baik secara 
individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk 
penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian 
ekonomi atau kelemahan atas hak-hak dasar secara substansial, 
melalui tindakan atau penanggalan yang merupakan pelanggaran 
hukum pidana yang berlaku dalam suatu Negara Anggota, 
termasuk peraturan yang melarang kejahatan penyalahgunaan 
wewenang. 




 Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Ilias Chatzis, dk, Praktik 
Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan 
Terorganisir, Jakarta: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), 2010, hal 30. 
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Sedangkan Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam 
pengertian korban yaitu:34 
1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, 
penganiayaan, pencurian. 
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, 
pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan 
terorganisasi dan kejahatan melalui computer. 
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan 
ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran 
terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, 
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di 
bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-
perusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, 
pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya. 
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan 
umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran 
terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh 
alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang 
melanggar hukum dan lain sebagainya. 
Korban memegang peran pusat dalam proses penegakan hukum. 
Mereka mungkin adalah pemohon yang memulai proses, atau mereka 
mungkin menjadi saksi untuk penuntutan. Karena sifat korban sangat 
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 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan 
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rentan, secara umum dapat disepakati bahwa mereka sebaiknya perlu 
menerima bantuan sebelum, selama dan setelah partisipasinya dalam 
suatu proses persidangan (suatu proses sistem peradilan pidana).35 
Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang 
diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu 
pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai 
korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, 
pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum 
dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006.36 
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang 
perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak 
untuk: 
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanan. 
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
4. Mendapat penerjemah. 
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 
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 Tim UNODC, Ilias Chatiz, dk, Op.Cit, hal 30. 
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 Bambang Waluyo, Op. Cit, hal 10. 
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7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan. 
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 
9. Mendapat identitas baru. 
10. Mendapatkan tempat kediaman baru. 
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan. 
12. Mendapat nasihat, dan/atau 
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir. 
Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk 
tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang 
menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun 
nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak 
tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hukum 
mengenai hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam 
yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun 
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D. Lalu Lintas 
1. Pengertian Lalu Lintas 
Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Nomor 22 Tahun 2009, dibedakan antara pengertian lalu lintas dan 
angkutan jalan lalu pengertian lalu lintas itu itu sendiri, dimana pengertian 
dari lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada Bab 1 ketentuan 
umum, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.   
 
Kemudian pengertian Lalu Lintas terdapat pada Pasal 1 angka 2 
menjelaskan bahwa: 
Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas 
jalan. 
 
Maksud dari pengertian lalu lintas mengenai ruang lalu lintas di atas 
adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, 
orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 
Pemerintah juga mempunyai tujuan agar mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 
nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu 
lintas.Dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di 
jalan dapat membantu pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas 
agar tercipta kondisi lalu lintas yang diharapkan oleh masyarakat. 
Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak 
kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam 
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perlalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan 
dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang 
menggunakan jalan tersebut.Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir 
jenuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas 
persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan. Sedangkan 
Angkutan (transport) adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang dari 
satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana 
(kendaraan) kendaraan yang harus diperhatikan adalah keseimbangan 
antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang 
yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang 
dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau 
keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada.38 
Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing 
dapat diartikan tersendiri, menurut djajoesman (1976:50):39 
Mengemukakan bahwa secara harfia lalu lintas diartikan sebagai 
gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat 
ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. 
 
Sedangkan menurut  poerwadarminta dalam kamus umum bahasa 
Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa:40 
lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal 
perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara 
sebuah tempat dengan tempat lainnya. 
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Dengan demikian lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan 
atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik 
dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat 
menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan 
lalu lintas.41 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan lalu lintas 
adalah kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur 
lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan 
bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. 
Oleh karena itu, lalu lintas selalu diidentik pula dengan penerapan tata 
tertib bermotor dalam menggrunakan jalan raya. 
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan 
untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 
dalam rangka menjamin  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan melakukan : 
a. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur 
atau jalur atau jalan khusus; 
b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki; 
c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat; 
d. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas 
berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksebilitas; 
e. Pemaduan berbagai moda angkutan; 




f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan; 
g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan /atau 
h. Perlindungan terhadap lingkungan. 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan: 
1) Kegiatan Perencanaan meliputi: 
a. Identifikasi masalah lalu lintas; 
b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas; 
c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan 
barang; 
d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 
jalan; 
e. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 
kendaraan; 
f. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan 
lalu lintas; 
g. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas; 
h. Penetapan tingkat pelayanan; dan 
i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan 
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. 
 
2) Kegiatan Pengaturan meliputi: 
a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan 
lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan 
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b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan 
kebijakan yang telah ditetapkan. 
3) Kegiatan Perekayasaan meliputi: 
a. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta 
perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan 
pengguna jalan; 
b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan 
perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan 
pengguna jalan; dan 
c. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka 
meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas 
penegakan hukum. 




d. Pelatihan; dan 
e. Bantuan teknis. 
5) Kegiatan Pengawasan meliputi: 
a. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 
b. Tindakan korektif terhadap kebijakan; dan 
c. Tindakan penegakan hukum. 
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2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 
2009 berisi mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat 
pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 24 yg bunyinya: 
Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan yang lain mengakibatkan korban manusia 
dan/atau kerugian harta benda. 
Sedangkan pengertian kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, 
pasal 93 menyatakan bahwa: 
kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang 
sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainya, 
mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. 
 
Dari kedua defenisi di atas kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan 
bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas 
jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan 
dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, 
kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban). 
Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan atas: 
1. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
2. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang. 
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3. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 
 
E. Perlindungan Korban dan Saksi 
Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya 
perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. 
Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif 
yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan 
pidana.42 
Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah 
membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. 
Pergeseran dari retributive justice ke arah restorative justice memberikan 
dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang 
bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, 
atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidanan. 
Perlindungan korban di Indonesia sesuai konsep retributive 
justicedirasakan belum memadai, dan tampaknya justru terabaikan. 
Konsep retributive justice ini, tidak hanya menghadirkan pelaku dalam 
sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran 
korban dan masyarakat.43 
Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga 
mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian 
itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, 
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dan pendidikan kejujuran.44 Konsep hukum pidana menurut keadilan 
restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar 
haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban); pelanggaran 
hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban); korban 
kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran 
hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat 
kejahatan (korban), masyarakat, Negara, dan juga pelanggar itu sendiri.45 
Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu 
hak korban dan saksi (VidePasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006). Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan 
saksi seakan terabaikan, juga dlam KUHAP yang dianggap menjunjung 
tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan 
korban dan saksi, yakni sebagai berikut.46 
“Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di 
Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d. Pasal 68 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau 
terdakwa untuk mendapat perlindungan darri berbagai 
kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, 
sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan 
undang-undang tersendiri.” 
 Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala 
upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 
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aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK 
(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna: 
1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi 
korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia 
(HAM) atau kepentingan hukum seseorang). 
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh 
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang 
menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk 
santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, 
pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, 
pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, 
jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.47 
Tujuan daripada perlindungan korban tersebut adalah Memberikan 
rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan 
pada setiap proses peradilan pidana;  Memberikan dorongan dan motivasi 
kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana; 
Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat; dan 
Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga 
korban, tapi juga kepada masyarakat. 
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Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh 
Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian 
korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan 
immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain 
sebagainya.48 Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil 
dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap 
penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku 
orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara. 
Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut 
hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut: 
a) Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada 
perlindungan korban “in abstracto” dan secara “tidak langsung”. 
b) Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk 
pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada 
ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban 
tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada 
korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. 
c) Ada 4 (empat) kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban 
dalam perkara pidana, yaitu: 
I. Pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam 
pidana bersyarat (KUHP); 
                                                             
48
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1992, hal 78. 
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II. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, 
sebagai “tindakan tata tertib” (Undang- Undang nomor 7 
Drt. 1955); 
III. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, 
sebagai pidana tambahan (Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997); 
IV. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses 
penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam 
perkara pidana (KUHAP).49 
Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan 
perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model 
perlindungan, yaitu: Pertama, model hak-hak procedural (the procedural 
rightsmodel). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan 
berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti 
membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat 
pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana 
dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Kedua, model pelayanan (the 
services model) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam 
bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang 
mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.50 
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Terdapat ketentuan berkenaan perlindungan korban dan saksi yang 
diatur KUHAP. Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian pada Pasal 98-101 KUHAP, antara lain mengatur:51 
1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri 
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding 
atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk 
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu. 
2. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya 
sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam 
hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
3. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara 
gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri 
menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan 
tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang 
hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak 
yang dirugikan. 
4. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak 
berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak 
dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang 
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penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan 
oleh pihak yang dirugikan. 
5. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya 
mendapatkan kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga 
mendapat kekuatan hukum tetap.  
Menyimak rumusan di atas, yang dimaksud kerugian adalah 
kerugian materiil atau nyata (riil) bukan bersifat immateriil. Untuk kerugian 
immateriil dapat diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. Tentu saja 
hal ini tidak memuaskan korban, dan apabila melalui gugatan perdata 
akan memakan waktu lama dan belum tentu gugatan dikabulkan 
seluruhnya.52 
Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98-101 KUHAP, 
maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Muhadar, 
2010:52).53 
1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu 
sendiri. 
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain 
yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari 
tindak pidana tersebut. 
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi 
diajukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa). 
                                                             
52
 Ibid, hal 57-58. 
53
 Ibid, hal 58. 
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4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi 
digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan 
pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan. 
Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan oleh undang-
undang (Pasal 10), di antaranya sebagai berikut.54 
1. Korban, saksi, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum 
(pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, 
sedang atau diberikan. 
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi 
kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 
meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 
3. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, 
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A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Reserse 
(Polres) kabupaten Gowa khususnya di bagian satuan Lalu Lintas 
(Satlantas)  dengan dasar pertimbangan bahwa Satlantas Polisi Reserse 
(Polres) kabupaten Gowa adalah instansi yang tepat dan memiliki 
kompeten dalam memberikan keterangan-keterangan ataupun data-data 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang  selanjutnya akan di analisis 
dari segi hukum pidana. 
 
B. Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Polres Kabupaten Gowa dan  
masyarakat Kabupaten Gowa. Sedangkan yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah dari Polres Kabupaten Gowa yang diwakili oleh 
beberapa pihak dari Polres Kabupaten Gowa dan sampel dari masyarakat 
Kabupaten Gowa diwakili oleh beberapa masyarakat.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Data Primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan di 
lapangan dari pihak yang berkompoten berupa kuisioner, 
wawancara dan studi dokumentasi.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka seperti buku-buku, perundang-undangan, internet dan 
data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis 
kaji. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian lapangan 
berupa, kuisioner, wawancara dan studi dokumentasi dengan beberapa 
pihak Polres Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Gowa.. 
 
D. Analisis Data 
 Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sejauhmana Implementasi Pelaksanaan Restitusi Terhadap 
Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa Pada Tindak 
Penyidikan 
 
Mengenai restitusi sudah diatur dalam ketentuan hukum berupa 
ketentuan hukum materiil yang diatur pada Pasal 14c ayat (1) KUHP yang 
berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali jika   
dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa 
terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan 
syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek 
daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian 
kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi” dan ketentuan hukum 
formil yang dapat ditemukan pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. 
Termasuk dalam hal ini hak atas restitusi terhadap korban kecelakaan lalu 
lintas sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. 
Dalam hal ini pelaksanaan hak atas restitusi terhadap korban 
kecelakaan lalu lintas pada tindak penyidikan dimana yang dimaksud 
dengan penyidikan ialah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
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yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penulis melakukan 
penelitian  terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang berlokasi 
di Kabupaten Gowa tepatnya di Polres Gowa, penulis memperoleh data 
mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2011 
sampai agustus 2013, ini merupakan suatu masalah yang sering kali 
terjadi di jalan raya dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas 
sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, 
Pada Pasal 229 menyebutkan bahwa; “Kecelakaan Lalu Lintas 
digolongkan atas: Kecelakaan lalu lintas ringan, Kecelakaan lalu lintas 
sedang dan Kecelakaan lalu lintas berat. Adapun data jumlah kecelakaan 
lalu lintas yang ada pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1 










2011 230 156 136 1397410000 
2012 207 198 111 761175000 
2013 (s/d agustus) 141 87 64 864470000 
Total  578 441 311 3023055000 
 
 Sumber data dari kepolisian resort Kabupaten Gowa. 
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Dalam tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan jumlah kecelakaan 
lalu lintas di Kabupaten Gowa yang mengalami luka ringan sepanjang 
tahun 2011 hingga agustus 2013 mencapai 578 orang, luka berat 
mencapai 441 orang dan meninggal dunia mencapai 311 orang. 
Keseluruhan jumlah kecelakaan tersebut tak lepas dari ganti kerugian 
yang diterima oleh korban, dimana kerugian materiil di tahun 2011 
mencapai Rp. 1.397.410.000, tahun 2012 Rp. 761.175.000 dan tahun 
2013 sampai dengan agustus mencapai Rp. 864.470.000. Jumlah 
kecalakaan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal dalam 
pelaksanaan kegiatan berlalu lintas yang diakibatkan oleh para 
pengendara kendaraan bermotor dan juga  dipengaruhi oleh beberapa 
pelanggaran yang terjadi di jalan raya. 
Dapat dilihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengalami 
luka ringan, luka berat dan meninggal dunia dari tahun 2011 sampai 
dengan agustus 2013 sifatnya dinamis. Karna grafik di atas menunjukkan 
tingkat kecelakaan lalu lintas tidak cenderung monoton dan angka-angka 
yang tampak pada tabel di atas bervariasi. 
Perbandingan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2011 sampai 
dengan agustus 2013 tidak mengalami peningkatan terhadap kasus 
kecelakaan malah terjadi penurunan terhadap tingkat kecelakaan lalu 
lintas namun dapat dilihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di 
Kabupaten Gowa masih relatif tinggi itu dikarenakan banyaknya 
penyebab-penyebab yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari 
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pelanggaran lalu lintas, kelalaian terhadap pengendara kendaraan 
bermotor, ketidak hati-hatian masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat 
terhadap aturan lalu lintas.  
Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan 
kecelakaan dapat dilakukan melalui partisipasi para pemangku 
kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan 
kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud, 
dapat dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, 
jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun 
program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan 
angkutan jalan.  
Terkait pelaksanaan hak atas restitusi terhadap korban kecelakaan 
lalu lintas berupa ganti rugi yang diterima oleh korban kecelakaan. Adapun 
yang menjadi hak korban yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 240 
yang berbunyi: 
“Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: 
a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung 
jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau 
Pemerintah; 
b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas: dan 
c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. 
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Selain itu pada Pasal 241 menyebutkan bahwa “Setiap korban 
Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan 
pertama dari perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah yang menjadi dasar 
mengapa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh ganti rugi 
dengan menjalani beberapa proses pelaksanaan seperti dapat kita bisa 
















Sumber data dari kepolisian resort Kabupaten Gowa. 
Pada tabel tersebut terlihat bahwa penyelesaian perkara khusus 
untuk ganti rugi dapat ditempuh melalui ADR (Alternative Dispute 
Resolution), SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dan P21 
P21 SP3 ADR Total
2011 36 3 278 317
2012 20 15 362 397
2013 (s/d agustus) 15 19 110 144















(Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap). Dapat dilihat 
bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di dalam proses pelaksanaan 
penyelesaian banyak melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) 
jumlahnya dari tahun 2011 sampai dengan agustus 2013 mencapai 750 
kasus. Adapun penyelesaian perkara melalui SP3 (Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan) dari tahun 2011 sampai dengan agustus 2013 
mencapai 37 kasus dan yang melanjutkan ketahap P21 (Pemberitahuan 
bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) dari tahun 2011 sampai dengan 
agustus 2013 mencapai 71 kasus. 
Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa proses 
pelaksanaan penyelesaian perkara yang dapat ditempuh korban 
kecelakaan lalu lintas yaitu dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) 
atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. ADR (Alternative Dispute Resolution)  adalah 
suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif 
atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 
perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Dengan adanya ADR 
(Alternative Dispute Resolution) para pihak yang bersengketa dapat 
mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus atau tidak 
selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh 
yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan. 
Adapun keberadaan ADR (Alternative Dispute Resolution)  
terutama ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama 
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untuk mengurangi biaya dan keterlambatan serta menghasilkan 
penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak. keuntungan 
menyelesaikan ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai suatu 
mekanisme yang bersifat alternatif, ADR (Alternative Dispute Resolution) 
berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak 
sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan. Kebutuhan itu 
misalnya pencari keadilan membutuhkan: 
a. proses pengambilan keputusan yang cepat; 
b. keputusan yang final dan mengikat; 
c. keputusan diambil oleh orang yang ahli di bidangnya;  
d. kerahasiaan dalam proses penyelesaian; dan 
e. mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan 
spesifikasi dan keunikan dari sengketanya. 
Jika melihat kembali tabel 2 di atas adapun proses pelaksanaan 
penyelesaian perkara korban kecelakaan lalu lintas melalui SP3 (Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan) yaitu Tindakan penghentian penyidikan 
ini merupakan kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang 
jika ternyata ia tidak memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang sedang 
dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan 
tersebut dihentikan demi hukum. Maksud dari SP3 (Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan)  ini ialah apabila suatu peristiwa kecelakaan lalu 
lintas terjadi kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik, dari hasil penyidikan 
ternyata tidak menemukan adanya bukti-bukti yang kuat guna melanjutkan 
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kasus ini ketahap selanjutnya dan yang dimaksud dengan dihentikan demi 
hukum apabila suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi kedua bela 
pihak yang mengalami kecelakaan kedua-duanya meninggal ataukah  
pelaku dari kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia. 
Proses pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas 
yang diteruskan ketahap pengadilan, P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil 
Penyidikan sudah Lengkap) apabila seluruh bukti-bukti telah lengkap dan 
keterangan-keterangan saksi dan korban telah rampung maka kasus 
tersebut dapat ditindak lanjuti ketahap pengadilan dan melalui proses 
pengadilan terbitlah keputusan atau penetapan terkait kasus kecelakaan 
lalu lintas dan berkekuatan hukum tetap. 
Perbandingan ketiga proses pelaksanaan penyelesaian perkara 
kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 
2013 lebih banyak yang menempuh proses ADR (Alternative Dispute 
Resolution) sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR 
(Alternative Dispute Resolution) berkembang karena adanya kebutuhan 
pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme 
pengadilan dan sangat sedikit yang ingin melanjutkannya sampai ketahap 
pengadilan. Ini merupakan suatu bukti bahwa penyelesaian perkara kasus 
kecelakaan lalu lintas, ingin melalui proses yang cepat dan efektif. 
Dari hasil wawancara penulis, Kepala Unit Laka Lantas Polres 
Gowa H. Marwan, S.H mengatakan bahwa proses pelaksanaan 
penyelesaian perkara melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian 
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Penyidikan)  ini didalamnya sudah terdapat ganti rugi yang diterima oleh 
korban kecelakaan lalu lintas dari pihak keluarga pelaku dan kasus 
kecelakaan tersebut diberhentikan demi hukum karna pelaku dari kasus 
kecelakaan lalu lintas yang terjadi telah meninggal dunia. Adapun 
tambahan dari H. Marwan, S.H mengatakan bahwa ketiga proses 
pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah 
terdapat ganti rugi yang diterima oleh korban baik melalui ADR 
(Alternative Dispute Resolution), SP3 (Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan) dan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah 
Lengkap) akan tetapi tidak mengugurkan tindak pidana yang terjadi, 
dimana kasus tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya dan korban 
telah mendapatkan ganti rugi yang diharapkan. H. Marwan, S.H juga 
menegaskan bahwa kepolisian tidak mengatur tentang ketentuan ganti 
kerugian dan ganti kerugian lebih sering dikatakan santunan terhadap 
korban kecelakaan lalu lintas. 
 
B. Kendala Apakah yang Menyebabkan Pelaksanaan Restitusi  dalam 
Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa. 
 
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
timbulnya korban dari kecelakaan tersebut, diakibatkan oleh beberapa 
penyebab diantaranya faktor kelalaian (manusia) yang kurangnya kehati-
hatian, tidak sabar, dan selalu ingin mendahului kendaraan yang lain, 
banyaknya ruas jalan yang rusak, faktor alam/cuaca dan banyaknya anak-
anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. 
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Pada pembahasan kali ini penulis melakukan penelitian terkait 
kendala apakah yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam 
kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa. Setiap korban berhak 
melakukan upaya untuk mendapatkan ganti rugi namun tidaklah mudah 
karena harus melewati beberapa proses yang panjang mulai dari 
pelaporan hingga adanya ganti rugi yang diharapkan oleh korban. Hal ini 
bisa menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi korban 
kecelakaan lalu lintas untuk mendapakan ganti rugi sebagai haknya.  
Mengenai ganti rugi juga diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
mengatur : “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak 
pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan 
Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak 
pidana Lalu Lintas”. 
Pada wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 5 Oktober 
2013, Bapak Drs. H. MUH. Taufik yang merupakan bapak dari anak yang 
bernama Al Hurriyah, umur 5 tahun yang menjadi korban kecelakaan lalu 
lintas. Drs. H. MUH. Taufik mengemukakan bahwa anaknya telah menjadi 
korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 
September 2012 sekitar Jam 14.00 Wita, Di Jalan Pramuka Kel. 
Kalebajeng, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. Akibat kecelakaan lalu lintas 
tersebut anaknya mengalami luka patah pada bagian betis kaki kiri dan 
segera dilarikan kepuskesmas terdekat kemudian dipindahkan lagi di 
52 
rumah sakit Labuang Baji Makassar. Pada hari itu juga Drs. H. MUH. 
Taufik beserta keluarga melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian 
dan segera mengamankan tersangka dengan barang bukti sebuah motor. 
Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus 
tersebut. Dugaan kepolisian pada saat itu menyimpulkan bahwa 
kurangnya kehati-hatian dari pengendara sepeda motor sehingga terjadi 
kecelakaan lalu lintas. Adapun beberapa proses panjang yang dilalui mulai 
dari pemeriksaan keterangan-keterangan saksi yang melihat kejadian 
tersebut hingga kepolisian meminta keterangan anaknya. Drs. H. MUH. 
Taufik juga mengatakan bahwa pihak keluarga telah mendapatkan ganti 
rugi berupa pembiayaan dan pengobatan rumah sakit sampai anaknya 
sehat kembali namun jumlah ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan 
pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga dan juga diperoleh dari 
proses yang lama dan berbelit-belit. Peranan kepolisian sangat baik karna 
memberikan pelayanan yang maksimal dalam menuntaskan kasus 
kecelakaan yang menimpa anaknya sehingga keluarga merasa puas 
dengan hasilnya. 
Menanggapai komentar diatas penulis berpendapat bahwa 
beberapa kendala yang dihadapi korban kecelakaan lalu lintas untuk 
mendapatkan ganti rugi yakni harus menunggu lama hingga proses 
penyelesaian kasus tersebut selesai sampai ketahap keluarnya putusan 
pengadilan dan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya penggabungan  
perkara gugatan ganti kerugian. Adapun kendala lain apabila gugatan 
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ganti kerugian  yang dihadapi korban dalam penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian yakni jumlah ganti rugi yang didapatkan terkadang 
tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban kecelakaan. Selain itu 
domisili tersangka juga berpengaruh dalam kasus kecelakaan lalu lintas 
karna domisili tersangka harus sama dengan tempat terjadinya 
kecelakaan lalu lintas apabila korban ingin melakukan Permohonan 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Selain itu, proses yang 
panjang juga menjadi kendala untuk korban melakukan penggabungan 
perkara gugatan ganti kerugian. 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013 
dengan Bapak H. Marwan, S.H selaku Kanit Laka Lantas Polres Gowa, 
beliau mengemukakan kendala terhadap pelaksanaan restitusi pada 
kecelakaan lalu lintas apabila pihak pemberi restitusi dalam hal ini 
tersangka telah memberikan restitusi kemudian menginginkan kasusnya 
selesai dan tidak usah diproses lagi sedangkan restitusi bukan untuk 
menghentikan penyelidikan tindak pidana tersebut melainkan kewajiban 
bagi setiap pelanggar atau tersangka untuk memberikan  santunan 
terhadap korban kecelakaan. Kendala lain yakni tersangka kurang mampu 
untuk membayar biaya ganti rugi yang telah ditetapkan. beliau juga 
memaparkan bahwa selain ketidaktahuan korban mengenai adanya 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di tingkat Pengadilan, 
korban juga merasa rumit dan menyita banyak waktu jika ingin 
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meneruskan perkaranya di tingkat Pengadilan. Selain itu resiko yang akan 
dihadapi korban ialah jumlah ganti kerugian yang didapatkan tidak sesuai. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan diatur mengenai jumlah ganti rugi yang 
diterima oleh korban kecelakaan lalu lintas diantaranya yang mengalami 
kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat dan korban meninggal 
dunia, ini dikategorikan menjadi dua sebab yaitu adanya unsur kelalaian 
dan unsur kesengajaan yang secara keseluruhan telah diatur di dalam 
Pasal 310 dan Pasal 311. 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara terkait upaya yang 
dilakukan kepolisian dalam memperoleh ganti rugi, beliau mengemukakan 
bahwa apabila jumlah ganti rugi tidak sepenuhnya dibayarkan maka dapat 
dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat 
kecelakaan lalu lintas untuk bermusyawarah secara kekeluargaan karna 
apa yang ditetapkan undang-undang tidak mampu dipenuhi oleh 
seseorang karna setiap orang berbeda dalam hal ekonomi didampingi 
oleh aparat pemerintah setempat atau kepala desa untuk menjelaskan 
kondisi ekonomi warga tersebut dan tetap mengedepankan musyawarah 
dan mufakat diantara kedua bela pihak. 
Menanggapai komentar di atas, penulis berpendapat bahwa pihak 
pihak kepolisian sebagai penyidik telah melakukan tugasnya dengan baik 
namun kendala yang timbul dari pemberian ganti rugi bukan dikarenakan 
kesalahan kepolisian melainkan proses yang telah diatur sebelumnya dan 
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ketidaktahuan masyarakat mengenai penggabungan perkara gugatan 
ganti kerugian yang dapat mengajukan permintaan selambat-lambatnya 
sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, akan tetapi pihak 
kepolisian telah memberikan upaya jalan keluar lain yang dapat ditempuh 
masing-masing pihak terkait penentuan jumlah ganti rugi dengan melalui 
kesepakatan antara kedua bela pihak karna pihak kepolisian beranggapan 
bahwa tingkat ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Pihak yang 
menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian 
yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan akan tetapi 
apabila kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas dapat 
dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para 
pihak yang terlibat. Dengan demikian, kalau penggabungan perkara 
gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan, maka yang 
terhukum dalam perkara pidana atau pelaku yang harus membayar ganti 
rugi kepada korban atau ahli waris korban. 
Namun sangat jarang kita temukan korban kecelakaan lalu lintas 
yang menempuh jalan seperti mengajukan Penggabungan Perkara 
Gugatan Ganti Kerugian di pengadilan untuk mendapatkan restitusi 
sebagai haknya sehubungan dengan salah satu bentuk perlindungan 
hukum terhadap korban. Hal  ini disebabkan bukan karena mereka tidak 
mau, tetapi kebanyakan korban lebih memilih untuk menyelesaikan 
masalahnya dengan jalan kekeluargaan dengan pemikiran akan lebih 
mudah dari pada harus mengikuti proses persidangan. Penggantian 
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kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian yang 
bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tetapi kerugian yang bersifat 
immateriil berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya, 
maka kerugian ini harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan 
uang duka. 
Berdasarkan hasil identifikasi penulis, adapun yang menjadi 
kendala-kendala yang menjadi penyebab dalam pelaksanaan restitusi 
terbagi atas beberapa faktor: 
I. Faktor Prosedur Hukum 
a. Proses yang panjang dan berbelit-belit sehingga 
korban merasa lelah untuk melakukan penggabungan 
perkara gugatan ganti kerugian. 
b. Prosedur yang ditetapkan oleh penegak hukum yakni 
domisili pelaku harus sama dengan tempat terjadinya 
kecelakaan apabila korban mengajukan permohonan 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. 
c. Ganti kerugian yang dapat diajukan korban atau 
orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada 
jumlah kerugian materiil sedangkan kerugian 
immateriil digugat tersendiri dalam gugatan perkara 




II. Faktor Penegak Hukum 
a. Pelaksanaan restitusi tidak melibatkan Polri artinya 
tidak ada intervensi dari pihak kepolisian untuk 
menentukan biaya kerugian tetapi murni kesepakatan 
pelaku dan korban. 
b. Pelaku yang mempunyai itikad baik membantu 
korban, menjadi suatu pertimbangan tersendiri oleh 
penegak hukum dalam memutus perkara. 
c.  Berdasarkan pertimbangan penegak hukum apabila 
jumlah kerugian yang relatif kecil hanya perlu 
diselesaikan secara kekeluargaan. 
 
III. Faktor Sosiologi 
a. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya 
restitusi. 
b. Pelaku hanya ingin membayar ganti rugi namun tidak 
menginginkan perkaranya dilanjutkan ketahap 
penyidikan. 
c. Ada juga korban yang tidak meminta melanjutkan 
perkara cukup pelaku membayar biaya kerugian. 
d. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya 




IV. Faktor Ekonomi 
a. Apabila pelakunya orang yang tidak mampu, tentunya 
putusan ganti kerugian ini menjadi siasia belaka saja 
karna pelaku tidak mampu membayar jumlah kerugian 
yang diderita korban. 
b. Ganti kerugian yang didapat tidak sesuai dengan 
harapan korban namun pelaku tetap membayar biaya 












Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik 
kesimpulan atas permasalahan tersebut, maka penulis menyimpulkan: 
1. Implementasi Pelaksanaan Hak Atas Restitusi Terhadap 
Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa Pada 
Tindak Penyidikan dapat dilakukan dengan proses 
penyelesaian perkara pidana diantaranya melalui ADR 
(Alternative Dispute Resolution)  adalah suatu mekanisme 
penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau 
opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan, SP3 
(Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yaitu Tindakan 
penghentian penyidikan ini merupakan kewenangan Penyidik 
yang diberikan oleh Undang-Undang jika ternyata ia tidak 
memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang sedang dilakukan 
penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan 
tersebut dihentikan demi hukum, dan P21 (Pemberitahuan 
bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) apabila seluruh bukti-
bukti telah lengkap dan keterangan-keterangan saksi dan 
korban telah rampung maka kasus tersebut dapat ditindak 
lanjuti ketahap pengadilan dan melalui proses pengadilan 
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terbitlah keputusan atau penetapan terkait kasus kecelakaan 
lalu lintas dan berkekuatan hukum tetap. 
2. Kendala apakah yang menyebabkan pelaksanaan restitusi  
dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa, ada beberapa 
faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi, inilah 
yang menjadi penyebab utama yakni faktor prosedur hukum, 
faktor penegak hukum, faktor sosiologi dan faktor ekonomi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar 
pelaksanaan hak atas restitusi dapat berjalan dengan baik antara lain: 
1. Pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi 
terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar 
masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Mempermudah dalam proses pelaksanaan Hak Atas Restitusi 
dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang di alami 
oleh korban. 
3. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan jauh lebih baik di 
dalam menentukan jumlah ganti rugi yang diperoleh melalui 
kesepakatan kedua bela pihak, maka dari itu pihak kepolisian 
sangat diperlukan berperan aktif memberikan mediasi terhadap 
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